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Hak Mogok adalah Hak Asasi Manusia 4

Pada Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) di bulan Juni 2014, dalam diskusi di
Komite Penerapan Standar (CAS), kelompok pengusaha bersikeras menyangkal bahwa
hak mogok merupakan bagian dari Konvensi ILO (International Labour Organization
atau Organisasi Perburuhan Internasional) 87. Tentunya kelompok pekerja/buruh
dengan serta merta menolak dengan keras pernyataan dari kelompok pengusaha
tersebut.

Bagi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh hak mogok adalah hak melekat
dari kebebasan berserikat.

Pelarangan dan atau penghapusan hak mogok adalah juga tindakan untuk
menghalangi kebebasan berserikat dan hak untuk berunding. Bagi pekerja/buruh dan
serikat pekerja/serikat buruh hak mogok adalah hak melekat dari kebebasan
berserikat dan hak berunding tersebut.

Penghapusan hak mogok ini juga akan melemahkan beberapa konvensi ILO dan juga
yurisprudensi dari sistem pengawasan ILO (ILO superw'sory mechanism).

Selama bertahun-tahun, sesuai dengan prinsip ini, Komisi Kebebasan Berserikat telah
mengakui bahwa aksi mogok merupakan hak dan bukan sekedar aksi sosial:

(1)hak yang dimiliki oleh para pekerja/buruh dan organisasi-organisasi mereka
{(serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat buruh/serikat pekerja);

(2) hak pekerja/buruh untuk mempromosikan dan membela kepentmgan ekonomi dan
sosial;

(3) hak untuk mendapatkan perlindungan atas pekerjaan mereka;

(4)hak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan diskriminasi anti serikat
buruh/serikat pekerja karena ketarlibatan pekerja/buruh dalam kegiatan mogok
serikat pekerja/serikat buruh.



(2)

Oleh karenanya hak mogok adalah sebagai hak mendasar yang akan dinikmati oleh
para pekerja/buruh dan organisasi-organisasi serikat pekerja/serikat buruh.

Di dalam masyarakat modern saat ini, hak mogok juga merupakan hal yang penting
untuk masyarakat yang demokratis, oleh karenanya pembatasan substansial terhadap
hak serikat buruh/serikat pekerja yang mendasar hanya akan merusak tidak hanya
keseimbangan hubungan kerja- dan keseimbangan terhadap kekuasaan negara di
bidang ekonomi, tapi juga mengecilkan harapan akan adanya peningkatan kondisi
kerja dan standar kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat madani.

Maka kami dari Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP
FARKES/R) beserta dengan para anggotanya, dengan ini menentang penghapusan
Hak Mogok, karena dengan tegas hak ini dilindungi oleh UU Hak Azasi Manusia (HAM)
No. 39 Tahun 1999 seperti yang tercantum dalam pasal 25 “Setiap orang berhak
untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok”.

Oleh karenanya, dengan ini kami meminta pemerintah Republk Indonesia untuk
mendukung sepenuhnya Konvensi ILO 87 dan 98 beserta sistem pengawasan ILO
tersebut untuk dapat dijalankan sebagaimana adanya tanpa mengurangi hak-hak
yang tercantum.
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